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BUPATI BONE BOLANGO 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Pertanggungjawabari Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

tahun anggaran 2017. 

Tas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah tahun anggaran 2017 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2600 Nomor 246 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851), 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Iahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peratui: 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2061 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomci 

4389), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421), 

Undang-Undana Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 lahu 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubii 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679): 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574), 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575), 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4576),
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Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 45/74), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

45/8), 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Lembara:: 

Negara Kepubiik Indonesia Nomor 4585): 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pembinaan dar. 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Kepublik Indonesia Nomor 4090), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165): 

Keputuan Presiden Nomor /4 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 4458): 

Keputuan Presiden Nomor 74 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 : 

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

Peraturan Daerah Kabupaten bone bolango Nomor 124 lahun 2U1/ 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan 

Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017: 

Peraturan Daerah Kabupaten bone Bolango Nomor / Tahun 201/ tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 dan
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Anggaran Pendapatan dan beianja Daerah Tahun 201/. 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2018 tentanu 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanji 

Daerah Tahun 2017. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BONE  BOLANGO TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas: 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 86.197.832.174,34 

b. Dana Perimbangan Rp. 628.335.535.038,00 

Cc. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 156.548.388.504,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 871.081.755.716,34 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 304.154.538.802,00 

2) Belanja Bunga Rp. 0,00 

3) Belanja Subsidi Rp. 0,00 

4) Belanja Hibali Rp. 10.165.862.000,00 

5) Belanja Bantuan Sosial ' Rp. 10.012.337.000,00 

6) Belanja Bagi Hasil Rp.  1.000.000.000,00 

7) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 174.475.112.366,00 

8) Belania Tidak Terduga Ro. 366.540.000.00 

Rp. 490.162.053.168,00 

b. Belanja Langsung Rp. 342.375.006.213,00 

1) Belanja Pegawai Rp. 55.770.230.533,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 174.550.306.421,U0 

3) Belanja Modal Rp. 173.218.547.455,00 

Jumlah Belanja Rp. 893.701.137.577,60 

Surplus/( Defisit) (Rp.22.619.381.861,26) 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan Rp. 66.830.672.300,17 

b. Pengeluaran Rp.  7.506.600.000,606 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 59.330.672.300,17 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 36.711.290.438,91.



  

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum daiam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ? 

tercantum dalam Lamvirani I Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupak: 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. P P y 

Ditetapkan di Suwawa 

pada tanggal ", ..u..ius 2018 
“ 

BUPATI BONE BOLANGO 

HAMIM PO 
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